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Abstrak 
 

Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa 
Rejosari dievaluasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini dimaksudkan 
untuk memberikan gambaran yang objektif tentang peristiwa yang terjadi di lingkungan penelitian.Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa sudah cukup optimal dalam menjalankan proram-program yang ada, 
hanya saja ada program yang belum berjalan yaitu program rumah tahfizh dikarenakan kurangnya 
sosialisasi secara langsung kepada masyarakat sehingga belum ada murid yang mendaftar, serta dana 
anggaran yang terbatas atau cukup dalam menjalankan program. Kesimpulan bahwa terdapat beberapa 
kendala seperti kurangnya sosialisasi secara langsung dengan masysarakat. Kontribusi tulisan ini adalah 
untuk memberikan masukan kepada Pemerintahan Desa Rejosari dalam pengelolaan Bantuan Keuanga 
Khusus (BKK) Desa di Provinsi Riau. 

 

Kata kunci: Bantuan Keuangan Khusus, Evaluasi, Pengelolaan, Pemerintahan Desa 
 

Abstract 
 

This study sought to establish the best method for assessing the Special Financial Assistance (BKK) 
management in Rejosari Village, Lirik District, Indragiri Hulu Regency. The research method in this research 
uses qualitative with a descriptive approach, where the researcher wants to describe the phenomena found 
in the research scenario objectively. The results of this study indicate that it is quite optimal in running the 
existing programs, it's just that there are programs that have not been running, namely the tahfizh house 
program due to the lack of direct socialization to the community so that no students have registered, as well 
as limited or sufficient budget funds in running the program. The conclusion is that there are several 
obstacles such as the lack of direct socialization with the community. The contribution of this paper is to 
provide input to the Rejosari Village Government in managing Village Special Financial Assistance (BKK) 
in Riau Province. 
 

Key words: Special Financial Assistance, Evaluation, Management, Village Government 
 
 

PENDAHULUAN 
Indonesia adalah negara yang memiliki banyak wilayah yang terdiri dari provinsi, kabupaten, 

kota, dan desa. Selain itu, pemerintahannya dijalankan secara desentralisasi (Sunarso & SH, 
2023). Di Indonesia, prinsip desentralisasi memungkinkan pemerintah daerah untuk mengelola 
pemerintahannya sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan mengenai 
Pemerintahan Daerah yang menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, artinya daerah diberi 
tanggungjawab dan kewenangan dalam mengatur segala urusan daerah diluar dari kewenangan 
pemerintah pusat. Kewenangan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
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melalui pelayanan, pemberdayaan, dan peran terhadap masyarakat. (Badaruddin et al., 2021; del 
Arco et al., 2021). Selain itu, dengan adanya otonomi di lingkungan strategis globalisasi maka tiap 
daerah akan mampu mengembangkan potensi dan keanekaragaman di wilayahnya sehingga 
mempunyai daya saing namun tetap memengang prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, 
keistimewaan dan kekhususan dalam sistem Negara Indonesia. 

Kewenangan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui 
pelayanan, pemberdayaan, dan peran terhadap masyarakat. (Silubun et al., 2020). Mengurus, 
mengelola, dan melayani rakyat adalah tanggung jawab pemerintah. (Osborne, 2020). Salah 
satunya adalah Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang merupakan program Pemerintah yang 
dibuat dan  dijalankan di Desa.  

Bantuan Keuangan Khusus (BKK) diberikan dan dikelola oleh pemerintah daerah melalui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (A Baso, 2023; Tyas et al., 2023). Untuk tujuan 
tertentu, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan keuangan khusus kepada desa. Tujuan 
ini didasarkan pada prioritas pembangunan desa. (Adamowicz & Zwolińska-Ligaj, 2020; X. Zhang 
& Zhang, 2020). Usulan dari Pemerintahan Desa atau Perangkat Daearah digunakan untuk 
memberikan Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa. (Rondinelli, 2022). Bantuan Keuangan 
Khusus (BKK) diatur oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan 
Pencacatan Sipil Provinsi Riau tentang Petunjuk teknis penyaluran Bantuan Keuangan Khusus 
dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa. Keputusan ini dibuat sebagai perubahan dari 
Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur 
Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi 
Riau kepada Desa.  

Menurut Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 tahun 2020, Pedoman Bantuan Keuangan 
Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau Kepada Desa, bantuan keuangan adalah dana yang 
diberikan kepada organisasi atau lembaga tertentu untuk mempercepat pertumbuhan ekomoni 
dan berasal dari Anggaran dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.  

Kabupaten Indragiri Hulu memiliki 178 Desa, 14 Kecamatan, dan 16 Kelurahan. Kecamatan 
Lirik yang memiliki 17 Desa yang sudah menerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK), Desa 
Rejosari adalah salah satu dari 17 Desa di Kecamatan Lirik. 

 
Tabel 1. Tahun dan jumlah Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang diterima di Desa 

Rejosari Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu 2022–2023 

NO Tahun Penerimaan BKK Jumlah Penerima BKK 

1. Tahun 2022. Rp, 125.000.000. 

2. Tahun 2023. Rp, 167.000.000. 

Sumber: Pemerintahan Desa Rejosari, 2024 
 
Tabel di atas menunjukkan tentang jumlah penerimaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) 

pada tahun 2022-3023 yang di berikan oleh Pemerintahan Daerah kepada Desa Rejosari, pada 
tahun 2022 jumlah penerima BKK Rp, 125.000.000 dan pada tahun 2023 jumlah penerima BKK 
Rp, 167.000.000. 

Adanya bantuan keuangan ini dilandasi dari pengalokasian dana dari kabupaten terhadap 
pembangunan desa yang kurang memadai (Liu et al., 2020; Vogel, 2021). Oleh sebab itu, bantuan 
keuangan ini diberikan pemerintah provinsi agar mampu meningkatkan perekonomian desa yang 
masih kurang, sehingga pemerataan pembangunan akan dapat terwujud dan menciptakan desa 
mandiri (Li et al., 2022; Y. Zhang et al., 2020). 

Dengan hadirnya Bantuan Keuangan Khusus dari pemerintah provinsi, maka jelas akan 
mewujudkan pemerataan serta percepatan pembangunan desa, tidak hanya itu ekonomi desa 
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diharapkan akan mengalami peningkatan, dan penguatan terhadap penyelenggaraan 
pemerintahan akan terjadi melalui suntikan dana tersebut (Iskandar, 2020). Target utama dari 
bantuan dana tersebut adalah untuk pemberdayaan masyarakat serta belanja aparatur desa.  

 
Program-program Bantuan Keuangan Khusus (BKK), sebagai berikut : 

a. Pelatihan kewirausahaan pemuda dan pemudi. 
b. Pembangunan rehab poskambling. 
c. Rehab atau pembangunan prasarana percepatan perkembangan ekonomi desa. 
d. Dukungan penanganan stunting dan penanggulangan ekstrim serta 

penanggulangan kemiskinan desa. 
e. Perlengkapan praktek dokter desa. 
f. Pelatihan penasihat program Bumdes. 
g. Pojok baca (Pengadaan fasilitas perpustakaan/ taman baca/ pojok baca). 
h. Perjalanan dinas pemerintahan desa (Kepala desa, sekertaris desa, keuangan dan 

BPD). 
i. Bantuan operasional dan pelaporan. 
j. Penyertaan modal Bumdes. 
k. Penyertaan modal Bumdes bersma. 
l. Pengadaan perlengkapan keselamatan didesa. 
m. Bantuan operasional posyandu. 
n. Pengadaan fasilitas ruang publik terbuka. 
o. Insentif guru tahfizh dan pelaporan. 
p. Pelatihan BPD (Badan Permusyawaran Desa). 
q. Pembuatan peta potensi rawan bencana dan pembuatan jalur evluasi bencana 

didesa. 
 

Ketepatan sasaran adalah indikator penting untuk program yang disalurkan, seperti program 
BKK. Indikator ini berfungsi sebagai tolak ukur pertama untuk mengetahui apakah program 
tersebut menyelesaikan masalah yang ada di lapangan atau tidak. Jika tidak, program tersebut 
akan terus beroperasi (Dendorfer et al., 2021; Lindig et al., 2021; Naser & Alavi, 2023; Ristani et 
al., 2016; Souza et al., 2020). Program Bantuan Keuangan Khusus (BKK), setiap programnya 
memiliki sifatnya masing-masing, sifat yang dimaksud adalah program yang bersifat wajib 
(program yang harus dijalankan) dan program yang bersifat pilihan (program yang boleh 
dijalankan ataupun tidak dijalankan, sesuai dengan kondisi desa).  

Fokus program BKK masih pada pemahaman masyarakat yang buruk tentang Bantuan 
Keuangan Khusus, yang menyebabkan pengelolaannya belum berjalan sepenuhnya. Salah satu 
program yang tidak berjalan adalah Insentif guru tahfidz al-qur’an yang mana tidak ada 
masyarakat yang mendafatarkan anaknya ke tahfidz qur’an tersebut, pihak Pemerintahan Desa 
sudah memberikan informasi dengan menyampaikan ke Madrasah atau MDA dan mengunggah 
di sosial media seperti Facebook. Perlu di lakukan pengenalan tentang Bantuan Keuangan 
Khusus dengan membuat sosialisasi kepada masyarakat karena ketidaktahuannya masyarakat 
merasa tidak ada pentingnya atau kegunaan Bantuan Keuangan Khusus bagi mereka.  

Adapun studi ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi Pengelolaan Bantuan Keuangan 
Khusus Desa Rejosari Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu 2022-2023. Untuk mengetahui 
faktor penghambat dalam Evaluasi Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Desa Rejosari 
Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu 2022-2023. 

Berdasarkan pernyataan-pertanyaan diatas maka penting untuk mengetahui lebih dalam 
tentang bagaimana desa dalam mengelola Bantuan Keuangan Khusus  dan program-
programnya. Dengan melakukan penelitian ini, pemerintah akan mendapat manfaat dari 
mempertimbangkan dan memperbaiki desa. 
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METODE 

Creswell (2016) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang 
menyelidiki dan memahami dampak dari sejumlah orang atau sekelompok orang pada masalah 
sosial. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. (Priyanda et al., 2022).  

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif (Busetto et 
al., 2020; Hollin et al., 20.20; Kyngäs, 2020). Metode ini digunakan oleh penulis untuk menjawab 
fenomena penelitian Evaluasi Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Desa Rejosari Kecamatan 
Lirik Kabupaten Indragiri Hulu. Oleh karena itu, dengan menggunakan pendekatan ini, penulis 
berusaha untuk memberikan gambaran mendalam tentang situasi, kondisi, dan pengalaman yang 
terjadi. Ini memungkinkan mereka untuk menjelaskan dengan jelas hasil penelitian. (Lumma & 
Weger, 2023). Selain itu, dalam peneliti menggunakan informan dan key informan untuk 
mendapatkan keterangan mengenai pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Desa Rejosari 
Kecamatan Lirik Kabupaten IndragairiHulu. 

 
Tabel 2.  Informan dan Key informan 

No. Informan/ Key Informan Jumlah 

1. Kepala Desa. 1 

2. BPD. 1 

3. Perangkat Desa. 2 

4. Masyarakat. 2 

Jumlah 6 

Sumber : data olahan penulis, 2024  
 
Informan penting, menurut Moleong, adalah mereka yang tidak hanya dapat memberikan 

informasi tetapi juga dapat memberikan penulis sumber bukti yang mendukung penelitian mereka. 
(Naimah & Utaminingsih, 2021). Menurut Moleong (2017:132), informan adalah orang yang 
memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informasi yang diterima harus 
jelas, akurat, dan dapat diandalkan baik dalam pernyataan, keterangan, maupun data-data agar 
peneliti dapat memahami masalah atau masalah tersebut.Metode yang digunakan untuk 
mengumpulkan data termasuk observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, informasi 
yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dianalisis untuk membandingkannya 
dengan teori yang relevan. Kemudian, informasi tersebut diuraikan secara deskriptif dan 
kesimpulan dibuat. (Alam, 2021; Amadi, 2023).  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Evaluasi Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Desa Rejosari Kecamatan Lirik 
Kabupaten Indragiri Hulu 2022-2023 cukup efektif dan optimal, tetapi masih ada beberapa 
program yang tidak berjalan sesuai dengan rencana. 

Dunn mendefinisikan evaluasi sebagai jenis kebijakan yang dibuat dengan tujuan untuk 
memberikan arah yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya berdasarkan beberapa 
kriteria penilaian: efisiensi, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketetapan. 
(Gębczyńska & Brajer-Marczak, 2020; Mohammed & Kuyini, 2021; Wibowo, 2019). 

 
1. Efektivitas berkaitan dengan apakah suatu alternatif mencapai tujuan atau hasil yang 

diharapkan. Penting untuk mempertimbangkan nilai uang saat mengevaluasi efektivitas.. 
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Berdasarkan observasi bahwa indikator efektivitas disimpulkan bahwa sudah cukup efektif, 
karena masih ada program yang belum berjalan. Tetapi untuk program yang lainnya 
pemerintahan desa telah melaksanakan program yang ada didalam Bantuan Keuangan Khusus 
dengan sesuai tujuannya untuk dapat memajukan desa, yang mana ditiap program memiliki 
tujuan yang telah diatur dalam Bantuan Keuangan Khusus itu sendiri. 

 
2. Efesiensi erat terkait dengan efektivitas dan jumlah usaha yang digunakan. Perhitungan 

sumber daya untuk mencapai efektivitas tertinggi biasanya digunakan untuk mengukur 
efektivitas. 

 
Berdasarkan observasi bahwa sudah cukup efesien, pelaksanaan program yang belum 

berjalan secara keseluruhan, contohnya program tahfizh yang belum ada sama sekali murid yang 
mendaftar. Terkendala kurangnya informasi yang disebarkan. Karena sudah ada aturannya maka 
program yang lainnya dilaksanakan dengan baik.Kecukupan adalah tingkat yang menunjukkan 
efektivitas dari kebijakan yang diterapkan sehingga memberikan kepuasan atas kebutuhan 
masyarakat atau bahkan penyelesaiaan terhadap permasalahan. Kecukupan dalam hal ini 
melibatkan kebijakan yang terlaksana atas program dan aturan yang sudah ditentukan 
berdasarkan kinerja organisasi dalam terwujudnya tujuan yang ditetapkan. Kecukupan dalam hal 
ini bertolak pada kinerja seseorang dengan perbandingan akan target yang ditentukan. 

 
3. Pemerataan adalah hasil dari kebijakan yang dapat dirasakan secara keseluruhan dan 

didistribusikan secara adil. Ini terkait dengan etika sosial dan resional dan menunjukkan 
bagaimana akibat dan upaya didistribusikan antara kelompok masyarakat. 

 
Berdasarkan observasi indikator pemerataan, pelaksanaan program yang merata karena 

sesuai dengan aturannya. 
 

4. Responsivitas adalah tingkat pengaruh kebijakan yang mampu menyelesaikan masalah 
dengan nilai dan preferensi masyarakat, mengetahui kebutuhan masyarakat, dan 
merencanakan dan melaksanakan program atau kegiatan yang bermanfaat bagi 
masyarakat. Kegiatan ini dapat dianggap sebagai respons terhadap tantangan yang 
dihadapi melalui tindakan yang dibuat. 

 
Bersadarkan observasi bahwa, mendapat respon baik dari masyarakat karena masyarakat 

ikut merasakan dari kemajuan desa serta program yang berkaitan dengan masyarakat terutama 
bagi masyarakat yang mendapat Bantuan Keuangan Khusus. 

 
5. Ketepatan secara dekat berhubungan dengan rasionalitas substantive, yang merujuk 

pada nilai atau harga dari tujuan program serta kekuatan dari asumsi yang melandasi 
tujuan kebijakan. 

 
Berdasarkan observasi bahwa, memberikan penjelasan serta informasi tentang program 

program dari BKK untuk memanfaatkannya dengan benar serta layak sesuai dengan tujuannya. 
 

6. Kecukupan adalah tingkat yang menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat 
memenuhi kebutuhan masyarakat atau bahkan menyelesaikan masalah. Kecukupan 
dalam hal ini mencakup kebijakan program dan aturan yang sudah ditetapkan 
berdasarkan bagaimana organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam hal ini, 
kecukupan didasarkan pada kinerja seseorang dibandingkan dengan target yang 
ditetapkan. 
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Berdasarkan observasi bahwa anggaran BKK terbilang cukup karena yang bersifat keuangan 
pasti selalu ada saja kurangnya, disebabkan juga Pendapatan Asli Desa yang tidak begitu 
menunjang. Dana akan semakin besar jika BUMDesa berjalan ataupun maju. Tetapi BKK akan 
digunakan sesuai dengan programnya yang sudah ditetapkan oleh pemerintahan provinsi, apabila 
anggaran BKK terdapat sisa, sisa tersebut akan dikembalikan kepada pemerintahan provinsi. 
 
SIMPULAN DAN SARAN 

Evaluasi pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Desa Rejosari Kecamatan Lirik 
Kabupaten IndragiriHulu menunjukkan bahwa pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus yang 
sudah cukup optimal dalam menjalankan program Bantuan Keuangan Khusus. Jumlah anggaran 
yang terbatas, karena ditiap program yang memiliki ketentuannya dalam pengeluaran dana. Tidak 
adanya sosialisasi secara langsung kepada masyarakat dan rendahnya sumber dana manusia, 
dikarenakan minat orang tua dalam memberikan pendidikan terkhusus dalam agama, maka 
kendala dalam menjalankan program BKK yang belum cukup efektif. 

Terbatasnya jumlah anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintahan provinsi, bisa 
meminta penambahan anggaran kepada pemerintah provinsi akan kekurangan dana anggaran 
Bantuan Keuangan Khusus serta memberi kendalam-kendala yang terjadi. Melakukan sosialisasi 
secara langsung kepada masyarakat yang tertujuan agar masyarakat mengerti dari tujuan dan 
manfaat program Bantuan Keuangan Khusus. 
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